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‘V ‘ - . . .
a. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

|

‘Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan

Pehetapan Status Gfatiﬁ_kasi, sebagaimana telah diubah

' dengan Peraturan Komisi - Pemberantasan ~ Korupsi

‘: Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

KOmISI Pemberantasan -Korupsi Nomor 02 Tahun 2014
,tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status
Gratifikasi telah dlcabut dengan Peraturan Komisi -

Pe}mberantasan Korups1 Nomor 2 Tahun 2019 tentang

- Pelaporan Gratlﬁka31 yang berakibat pada perubahan dan

penambahan aturan pada Pelaporan Gratiﬁkaéi Tindak

LanJut ‘Penanganan Laporan Gratlﬁka31 dan Kepemlhkan

|

serta Kompensas1 atas Obyek Gratifikasi;

. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud

|

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatl »

te:ntang Perubahan atas Pei‘aturan Bu'p'a{i :Nomor 74

.~ Tahun 2016 tentang ;P'engendalian Gratifikasi Di

|

Llngkungan Pemérintah Kabupaten Karanganyar.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah daerah ~ Kabupaten dalam
jLingkungan Prov1n31 Jawa Tengah;‘ 5 L -
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentahg
'VP}enyelenggaraan Negara ‘yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
R[epublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

|



4\,,‘
-

. ;Undang—Undang Nomor 31i Tahun | 1'999 tentang‘ '
Pemberantasan Tindak Pldana Korup31 (Lembaran Negara~

At Relloubhk Indonesm Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan ‘;

Ler\nbaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 3874)

: sebagalmana telah dlubah dengan Undang Undang"‘uk

-

= . Undang nornor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasanuf

| 'Tlr)ldak Pldana Korups1 '(Lembaran Negara Repubhk~ l
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tarnbahan Lembaran S
. Ne}gara Repubhk Indone31a Nomor 4150) | ;
. Un\dang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kom1s1r]‘ =
| ‘Pemberantasan T1ndak P1dana Korups1 (Lembaran Negara :
Repubhk Indonesw\ Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan,
’i Lelinbaran Negara Repubhk Indonesm f Nomor 4250) .

i sebagalmana telah dlubah dengan Undang Undang,

. Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

|

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kom1s1 o
, ,Pel'“nberantasan Tlndak Pidana Korups1 (Lembaran Negara
Republik Indonesm Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan

Lelj'nbaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 6409)

. Undang Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur,

' Slpll Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun

,20J14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_f‘

Indonesm Nomor 5494)

[

o Undang Undang Nomor 23 Tahuh 2014 téntélng | o
:vPemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk

| Indonesm Tahun 20 14 Nomor 244 Tambahan Lembaranv;

‘Negara Repubhk Indonema Nomor 5587) sebagalmana

‘telah d1ubah beberapa kah terakhlr dengan Undang—bk

Urjldang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keduan L

L

’. ‘Clpta Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun“ i

- 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

o

Indonema Nomor 6573)

: irPeraturan Pemerlntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang" ‘

Slstem Pengendahan Intern Pemermtah (Lembaran Negara FE

Repubhk Indone31a Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan

Lelllbaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 4890), g

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang— " e

atas Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang:' i



o i
0

'Menctapkaﬁj :

8 Péra/t"ﬁfanr Pemerintah Nomor 1~2"Ta4hurk1 2017 téntarig ,

o Pe rhbiriaah - dan Pengawasan Penyelenggaraan  &; e
: Pemerihtahén Daerah (Lembaran | Negara RCPUbhk: i

. Indonesm Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran i

3 Ne’gara Repubhk Indonesm Nomor 604 1)
|

y 9 Peraturan Pemerlntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang:- i
D131p11n Pegawal Neger1 Slpll (Lembaran Negara Repubhk R

f Indones1a Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran“\‘ ' 

i Ne}gara Repubhk Indones1a N omor 5153)

710,.’ Peraturan Menter1 Pemberdayaan Aparatur Negara dan7 o

: v Reformas1 Blrokra31 Nomor 52 Tahun 2014 tentang

o Pedoman Pembangunan Zona Integr1tas menuJu Wllayah :

o

| Bebas darl ‘ Korups1  dan Wllayah Birokrasi

,Bers1h dan o Melayam V'di : Llngkungan" :

S Instans1 Pemerlntah sebagalmana telah dlubah dengan o
Peraturan Menterl Pemberdayaan Aparatur Negara dan 5

Reformas1 Blrokra51 Nomor 10 Tahun 2019 tentang

|
|

k'Aparatur Negara dan Reformas1 B1rokra51 Nomor 52'

4Te'1hun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona_f an
"Integrltas menuJu Wllayah Bebas dar1 Korups1 dan B

L Wﬂayah Blrokra31 Ber31h dan Melayam di Llngkungan

|

£ Instans1 Pemerlntah

|

11, Peraturan Komlsl Pemberantasan Korup81 No\'rr’lOrr‘ 2

Tahun 20 19 tentang Pelaporan Gratlﬁka31, S

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS‘ o
L PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG R
;PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN -
it PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR S o

Pasal I

'Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat1 KarangaHYarn”i N
~ Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendahan e
Gratltl1ka31 | : Di ngkungan 2 Pemermtah Kabupaten e

s 'Karanganyaf (Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar“ ey
" ',Tahun 20 16 Nomor 74) d1ubah sebaga1 berikut: Ceathoe

1 ketentuan pasal 1 d1tambahkan beberapa deﬁn1s1 baru :
sehmgga Pasal 1 berbuny1 sebagal berlkut

"Perubahan atas Peraturan Menter1 Pemberdayaan‘- .



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
Pemerlntah Daerah adalah kepala daerah sebaga1 :
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memlmpm pelaksanaan urusan pemerlntahan yang

menjad1 kewenangan daerah otonom

|
Bupan adalah Bupati Karanganyar.’

| ‘ : _ :
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Karanganyar.

Inspektur daerah ~ adalah Inspektur Kabupaten
| | M ‘f
Karanganyar. o ‘

. i’ejabat/ Pegawai Kabupaten Karanganyar f'yang

‘selan'j‘utnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati,

|
Wak11 Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur

Slpﬂ Negara Dewan Pengawas BUMD, D1rek31 BUMDv

Pegawa1 BUMD Pegawa1 yang bekerja untuk dan atas

10.1

nama Pemenntah Kabupaten Karanganyar.
Komlsl Pemberantasan ‘Korupsi yang selanjutvnya'

d1smgkat KPK adalah Iembaga negara yang 1ndependen

'dengan  tugas [danf wewenang melakukan

bemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk

berdasarkan Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2002 »
‘Lentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korup31

P1mp1nan Komisi Pemberantasan Korup31 yang
selanjutnya d1sebut P1mp1nan adalah penanggung v
Jlawab tertinggi KPK. '
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanJutnya'
dlsmgkat SKPD adalah Sekretariat, Inspektorat Badan,
]‘)mas Bagian, dan Kantor di hngkungan Pemerintah
lKabupaten Karanganyar '

Badan Usaha  Milik - - Daerah yang s‘elanjutnya’

’ dlslngkat BUMD adalah Badan Usaha M111k Daerah

‘yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dapat

berbentuk Perusahaan Daerah atau  Perseroan

, Terbatas

11.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

, fadalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan

Badan



12.

13.

Gratiﬁkasi adalah pemberian dalam arti -luas, ya’knii
lTlang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan,  fasilitas penginapan,
perjalanan = wisata, | -pengobatan cuma—curna, dan
fasilitas lainnya, baik yang .diterima di dalam negeri
Iinaupun' di luar negeri, yang dilakukan dengan
rgnenggunakan sarana elektronik atau nbn elektronik.

Pengendahan Grat1ﬁkas1 adalah suatu sistem yang
bertujuan untuk mengendahkan penerlmaan Gratifikasi

secara transparan dan akuntabel melalui serangkalan

o kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan

1

14.

- 15.

16.

pemermtahan dunia usaha dan masyarakat untuk
membentuk lingkungan pengendahan Gratlﬁka31

Unlt Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Karanganyar
yang selanjutnya  disingkat. UPG Kabupaten
Karanganyar adalah unit kerja yang dibentuk atau
d1tunjuk oleh pejabat yang berwenang pada pemermtah
1daerah untuk  melakukan | fungsi pengendalian
Gfatiﬁkasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar | | - o
Pemberi adalah para plhak baik perseorangan,
‘sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yangr
memberlkan Gratlﬁka31 kepada penerima Gratifikasi.

Formuhr Pelaporan Gratlﬁka31 adalah lembar i isian yang

dltetapkan_ oleh KPK dalam bentuk elektronlk atau

: non- —elektronik  untuk mélaporkan leenerima’an

17.

- 18.

-

|-

Grat1ﬁkas1 |
Pelapor Gratlﬁka51 yang selanjutnya dlsebut Pelapor
adalah penerlma Gratlﬁka31 yang menyampalkan
laporan Gratifikasi. B : |
Penyelenggara ‘Negara adalah Pejabat Negara yang -
menjalankan fungs1 eksekut1f leglslatlf atau yudikatif
dan pejabat lain yang fung31 dan tugas pokoknya
}berkautan dengan penyelenggaraan negara ‘sesuai
;dengan ' ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.




19.

o
20.

v
21.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disirigkat PNS
adalah Warga negara IndoneSia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebaga1 Pegawal ASN secara tetap
oleh peJabat pembina kepegawalan untuk menduduki
Jabatan pemermtahan ' |
I‘Dejabat adalah pegawau pemermtah yang memegang
_]abatan pentlng

Laporan Gratlﬁka31 ‘ adalah dokumenv yarig bériéi

- informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang

| (‘iltuangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh

22.1

23.

24.

Pelapor

Konflik  Kepentingan  adalah  kondisi  dari
pejabat/ pegawa1 yang' patut. diduga  memiliki
kepentmgan pr1bad1 dan dapat memperigaruhi

pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tldak‘

|

patut

Kedmasan adalah’ = seluruh aktivitas resmi
pejabat/ pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan

: Jabatannya .

Berlaku Umum adalah kond1s1 pemberlan yang

’chberlakukan sama untuk semua hal dalam Jenls

‘ bentuk persyaratan, atau nilai sesuai dengan standar

25..

b1aya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau

‘kepatuhan

|

Kurs Tengah Bank Indonema adalah nilai tukar valuta

~asing dengan mata uang Ruplah yang didapatkan dari

N

26.

27.

Jrata -rata kurs jual dan kurs beli (Kurs Tengah (Kurs
{Jual+Kurs Beli)/2) pada hari tertentu ,

Rekan Kerja adalah sesama pegawa1 di Llngkungan
1nternal instansi di mana terdapat 1nterak51 langsung
terkait kedinasan. T |
Instan'si‘ Pejabat rlPublik adalah instan»si’ yang

mchjalahkan fungsi pelayanan publik.

. ketentuan Pasal 5 d1ubah sehmgga berbuny1 sebyagai

berlkut




Pasal 5

Pejabat/ Pegawa1 Wajlb melaporkan setlap Grat1ﬁka31 yang

|

d1ter1rr\1anya kepada KPK melalul UPG kecuah dalam hal

4.

‘pembenan dalam keluarga yaltu kakek/ nenek
":bapak/lbu/ mertua ‘ suam1/1str1 anak/menantu ‘
: anak angkat/wah . yang ‘:‘sah; | ~ cucuy, besan "

: paman/b1b1 : kakak/adlk/lpar sepupu 3dar'1» S

keponakan sepanjang tldak terdapat Konﬂlk

| Kepentmgan _ _ ’
..keuntungan atau bunga darl penempatan dana o
1nvesta31 atau kepemlhkan saham pr1bad1 yang :

- berlaku umum; i o

manfaat dar1 koperas1 orgamsa81 kepegawalan atau L

organ1sas1 yang sejenls berdasarkan keanggotaan

1 yang berlaku umum 7 , |

. perangkat atau perlengkapan yang d1ber1kan kepadak L

‘ »peserta dalam keglatan kedlnasan sepert1 seminar,
‘workshop, konferen31 pelat1han atau keg1atanz 1

l k’sejems yang berlaku umum ' '

.‘hadlah tldak dalam bentuk uang atau alat tukar :

e ;klamnya yang dlmaksudkan sebaga1 alat promosr

- atau sos1a11sa51 yang menggunakan logo atau pesan'

' s081a11sa31 sepanjang tldak mem111k1 Konﬂ1k 7'
,Kepentmgan dan berlaku umum,; S

,had1ah apres1a31 atau penghargaan dar1 keJuaraan
perlombaan atau kompetlsl yang d11kut1 dengan, S

blaya send1r1 dan t1dak terkalt dengan kedmasan : e

penghargaan ba1k berupa uang atau barang yang ada "

- kaltannya dengan pen1ngkatan prestasa kerja yang e

| '~vd1ber1kan oleh Pemermtah Daerah sesual dengan‘

: peraturan perundang undangan yang berlaku

. hadlah langsung/ undlan dlskon/ rabat voucher
: poznt rewards, atau suvemr yang berlaku umum dan'

(ki -,tldak terka1t kedmasan ." :



kompensas1 atau honor atas profe31 di luar keglatan : b

'Kedmasan yang tldak terkalt dengan tugas dan L

| - kewajlban : sepanjang tldak terdapat Konﬂ1k~f o e

- S Kepentmgan dan tldak melanggar peraturan/kodek':' ke

et1k pegawal/ PeJabat yang bersangkutan S

i kompensas1 yang d1ter1ma terkalt keglatan Kedmasan A

: sepertl honorarlum transportas1 akomoda31 dan"

e pemblayaan yang telah dltetapkan dalam standar '

blaya yang berlaku di Pemermtah Daerah sepan]ang o

: ,tldak terdapat pemblayaan ganda tldak terdapat L

i konﬂlk benturan kepentlngan ‘dan tldak melanggark : i

‘ ketentuan yang berlaku d1 Pemerlntah Daerah

.karangan bunga sebagal ucapan yang d1ber1kan i

dalam acara sepert1 pertunangan pernlkahan o

. j"kelahlran kematlan o aklkah baptls kh1tanan -

' potong g1g1 atau upacara adat/ agama la1nnya plsahj
’sambut pensmn prom031 Jabatan : '

. ~pember1an terkalt dengan pertunangan permkahan .

o :/kelahu”an, aklkah baptls khltanan potong gigi, atau I |

| ‘:'~_'upacara adat/ agama 1a1nnya dengan batasan n11a1"‘, : -

o ‘. sebesar Rp 1 000. OOO OO (satu Juta ruplah) setlap

N pemben

Qpemberlan terkalt dengan mus1bah atau bencana S

_yang d1a1am1 oleh d1r1 penerlma Gratlﬁka31 suam1 faus

llstr1 anak bapak 1bu mertua dan/ atau menantu_"?f s

b penerlma GratlﬁkaS1 sepanjang t1dak terdapat Konﬂlk |

| ; Kepentlngan dan, memenuhl kewajaran ' atau

e 7kepatutan

n. pemberlan sesama Rekan Kerja dalam rangka p1sah - |

e . 'sambut pensmn mutas1 Jabatan atau ulang tahun

‘t:*yang tldak dalam bentuk uang atau alat tukar

'lalnnya pahng banyak sen11a1 Rp300 OOO OO (tlga': o

ratus r1bu ruplah) setlap pemberlan per orang,'_, :

5 dengan total pemberlan t1dak meleb1h1 p’ﬁ =

i 1.000. OOO 00 (satu _]uta rup1ah) dalarn 1 (satu) tahun

1 dar1 pember1 yang sama, sepanJang t1dak terdapatﬁ :

.Konﬂlk Kepentmgan ‘", '



"ol pemberian ’s‘esama’? Rekan Kérja yang tidak dalam

‘bentuk yuang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait
Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua
‘ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan
total perhberian tidék mélebihiﬂ Rp l.OO0.000,00 (satu -

Juta krupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang

sama;-

. p. 'pevmberian beruparhidangan atau ‘staj‘ian yang berlaku

‘umum; dan

q. pemberian kcendera mata/ ’p‘]akaty kepada instansi

dalam 'rangka hubﬁngari Kedinasan dan kenegaraan,
baik di dalam negeri rnaupun luar negeri sepanjang
tidak diberikan untuk 1nd1v1du pegawa1 negeri atau

bpenyelenggara negara

S.k'ketc‘antuan Pasal 7 di‘ubah'sehingga berbunyi sébagai
berikut: , :

—
—
—

fPas‘al 7

Lapofan Gratifikasi : sebagaimana - dimaksud dalam

|Pasal 5 disampaikan secara tertulis menggunakan

sarana elektronikatéu non4eléktronik dengan mengisi ,
formulir Laporan Gratlflka31
Laporan Gratifikasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) .
dianggap lengkap apabﬂa sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberl'

Gratzflkam

.O“

Jabatan Pegawal N egerl atau Penyelenggara Negara

tempat dan waktu penerlmaan Gra‘aﬁkam

a o

‘uraian j jenis Gratifikasi yang diterima;

nilai Gratifikasi yang diterima;

@

kronologi perlstlwa penerimaan Gratifikasi; dan

b

g. bukti, dokumen

atau data pendukung terkait

Laporan Gratlﬁle




(3) Laporan Gratifikasi sebagalmana dlmaksud pada ayat )

(1), dllakukan dengan cara

d1sampa1kan kepada UPG dalam Jangka Waktu‘

fpahng lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal‘ L
“Gratlﬁkas1 dlterlma atau o : i
.,'dlsampalkan kepada KPK pahng lambat 30 (tiga‘"

, ‘kpuluh) har1 kerja seJak Gratlﬁka31 dlterlma

(4) UPG sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) meneruskan |

laporan yang d1ter1manya kepada KPK dalam Jangka, L: S |

~waktu 10 (sepuluh) har1 seJak laporan Grat1ﬁkas1~

dlterlma '

4. dlantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dls131pkan 2 (dua)

¥ pasal yaltu Pasal 7A dan 7B yang berbuny1 sebaga1 berlkut e |

- e.

Pasal 7A

(1) Laporan Gratlﬁka31 yang t1dak d1t1ndak1anjut1 dalam »

telah lewat 30 (tlga puluh) harl kerJa terhltung sejak

tanggal Gratlﬁka31 tersebut d1ter1ma Pelapor

gt tidak dllaporkan secara lengkap dan / atau benar
. diketahui sedang dllakukan penyehdlkan )

‘ penyldlkan atau - penuntutan tlndak p1dana oleh o

aparat penegak hukum |

d1ketahu1 telah menJadl temuan pengawas mternal
Cdi 1nstan31 asal penerlma Gratlﬁka31 dan/ atau tie

kpatut d1duga terkalt tlndak pldana lalnnya i

(2) Terhadap laporan Gratlﬁka31 yang tidak dltlndaklanjutly

sebaga1mana; dlmaksud pada ayat (1), KPK

menyampalkan surat pemberltahuan kepada Penerlma ~

Grat1ﬁka31

| PaSal 7B

o Dalarn ‘hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi

_ Gratifikasi milik ‘Penérima,' obJek jGi‘at‘iﬁ‘k\as‘i yang

- disertakan dalam \vglapo‘r'an dikembalikan ~kepada

4 PélapOr. :



pada : ayat (1)' dllaksanakan dengan pengambﬂan

Iangsung oleh Pelapor atau melalul UPG.

(2) Pengembahan obJek Gratlﬁka51 sebagalmana dlmaksud =

(3) Apablla objek Grat1ﬁkas1 sebaga1mana dlmaksud pada' :

ayat (2) tldak d1amb11 oleh Pelapor dalam Jangka waktu o

pahng lama 1 (satu tahun sejak dltetapkan sebagal ‘

i Gratlﬁka31 m111k Penerlma objek Grat1ﬁkas1 dlserahkan o |

| kepada Negara untuk kemanfaatan pubhk setelah~

v d11nformas1kan kepada Pelapor secara patut

5. Diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 -
(satu) pasal yaltu pasal 17A yang berbuny1 sebaga1 berlkut o
' Pasal 17A ‘

(1) Pelapor dapat menyampalkan permohonan kompensa31 |
: atas objek Grat1ﬁkas1 yang d11aporkannya kepada 3
I‘{om1s1 R ‘ i i -
(2) Atas persetujuan P1mp1nan objek Grat1ﬁkas1 dapat"i’
d1kompensas1 dengan syarat B I |
‘ la. A‘objek Gra‘aﬁkam berbentuk barang atau fas1htas
b.‘:kPelapor kooperat1f dan berlukad baik; dan o
L c ,Pelapor bersedla menggant1 objek Grat1ﬁka31 dengan
i "',sejumlah uang yang sen11a1 dengan barang yang

dlkompensa31kan

(3) N11a1 kompensa31 dar1 objek Gratlﬁka31 sebagalmanaf‘
dlmaksud pada ayat | (2) “huruf B t’cﬁ dltentukan
berdasarkan tak31ran dan tim - penllal yang d1tunJuk S

P1mp1nan atau 1nstan31 yang berwenang

i | PasalII : ; :
o _ Peraturan Bupatl ni _:rmula,l ',\beﬂaku"" pada‘_ Vtanggal

e dlundangkan




o

e L - Agar | setiap  orang rﬁengétahuinya memerintahkan‘*
. : ‘ pengundangan Peraturan - Bupat1 ini dengan penempatannya
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